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ABSTRACT

Shari’a Islamic economic developments in Indonesia, which has the largest Muslim 
population,are welcome by financial service businesses by setting up Shari’a banks, baitul mal 
wattanwil and others. As the pillar of the Indonesian economy, cooperatives which play important 
roles in economic development in Indonesia do not overlook capturing the opportunities in the 
field of savings and loans based on Shari’a. 	The problems that is faced are the implementation 
of the principle of profit sharings and risks involved in fund raising activities, the implementation 
of the principle of profit sharings in financing activities in a cooperative and the operational 
obstacles encountered in the implementation of the principle of the results of those profit sharings. 
This study not only uses qualitative research methods with empirical juridical approach, naturally 
observes at the basic principles of Islamic shari’a financial as a normative in nature, but also see 
how to interact (to be implemented) in the community. One of the principles of Shari’a financial is 
a contract for the result of profit sharings and risks in which the cooperative and also the members 
share the profits based on the ratio of the profit sharings that is determined before. The principle 
of profit sharings is the main characteristic in Islamic Shari’a finance, but financing activities 
in the cooperative are still low in comparison with other financing activities such as Murabaha 
(sale and purchase), this is affected by partially because of the high risks that must be paid by the 
cooperative in case of loss as a result of non intentional action or negligence of the debtors so that 
the cooperative will be very cautious in providing financing to members. Other constraints are 
inadequate human resources, management, information systems and technology, the attitude of the 
members of the cooperative who are more familiar with the conventional patterns and the lack of 
moral standards which are applied in financing activities.

Keywords: implementation, cooperative, profit sharings and risks.

ABSTRAK

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia yang notabene memiliki jumlah penduduk 
muslim terbesar disambut oleh pelaku bisnis jasa keuangan dengan mendirikan bank syariah, baitul 
mal wattanwil dan sejenisnya. Koperasi merupakan soko guru perekonomian yang  memegang 
peranan penting dalam perkembangan perekonomian di Indonesia tidak ketinggalan menangkap 
peluang dalam bidang simpan pinjam berlandaskan syariah. Permasalahan yang dihadapi adalah 
bagaimana implementasi prinsip bagi hasil dan risiko dalam kegiatan penghimpunan dana, 
implementasi prinsip bagi hasil dalam kegiatan pembiayaan di koperasi dan apa yang menjadi 
kendala operasional yang dihadapi dalam implementasi prinsip bagi hasil tersebut. Penelitian ini 
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris yakni memandang 
prinsip dasar keuangan syariah sebagai hal yang bersifat normatif akan tetapi juga melihat 
bagaimana berinteraksi (dapat diimplementasikan) dalam masyarakat. Salah satu prinsip usaha 
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keuangan syariah adalah akad bagi hasil dan risiko dimana koperasi dan anggota koperasi membagi 
keuntungan berdasarkan rasio bagi hasil yang ditentukan sebelumnya. Prinsip bagi hasil ini 
merupakan karakteristik utama dalam keuangan syariah, akan tetapi dalam kegiatan pembiayaan 
di koperasi masih rendah dibandingkan dengan pembiayaan lainnya seperti murabahah (jual beli), 
hal ini disebabkan antara lain karena tingginya risiko yang harus ditanggung oleh koperasi apabila 
terjadi kerugian yang diakibatkan bukan dari kesengajaan atau kelalaian dari peminjam sehingga 
koperasi akan sangat berhati hati dalam memberikan pembiayaan kepada anggota. Kendala 
lainnya adalah sumber daya manusia yang kurang memadai, manajemen, sistem informasi dan 
teknologi, sikap anggota koperasi yang terbiasa dengan pola konvensional serta tidak adanya 
standar moral yang diterapkan dalam kegiatan pembiayaan.

Kata kunci: Implementasi, Koperasi, Bagi Hasil dan Risiko.

PENDAHULUAN

Negara Indonesia   mempunyai pandangan 

yang khusus tentang  perekonomiannya. 

Hal ini termuat dalam UUD 1945, Bab XIV 

Pasal  33 ayat (1) yang menyebutkan bahwa 

“Perekonomian disusun sebagai usaha bersama 

berdasar atas azas kekeluargaan.” Menurut 

para  ahli ekonomi, lembaga atau badan 

perekonomian yang paling cocok  dengan 

maksud Pasal 33 ayat (1) UUD 1945 adalah 

koperasi.  Arti koperasi sendiri menurut UU RI 

Nomor 22 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, 

adalah badan usaha yang beranggotakan orang-

orang atau badan hukum Koperasi dengan 

berlandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip 

koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi 

rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan. 

Di sisi lain, umat Islam Indonesia sebagai 

mayoritas, menginginkan perekonomian yang 

dikembangkan di Indonesia berbasis pada 

nilai-nilai dan prinsip syari’ah untuk dapat 

diterapkan dalam segala aspek kehidupan dan 

dalam transaksi antar ummat yang didasarkan 

pada aturan-aturan syari’ah (Koto, 2005). 

Keinginan ini didasari oleh kesadaran untuk 

menerapkan Islam secara utuh dalam segala 

aspek kehidupan, sebagaimana dijelaskan 

dalam surah Al-Baqarah : 208

لْمِ كَافَّةً وَلَ تَتَّبِعُواخُطُوَاتِ  يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ادْخُلُوا فِي السِّ
مُبِينٌ يْطَانِۚ إِنَّهُ  لَكُمْ عَدُوٌّ  الشَّ

“Hai orang-orang yang beriman, masuklah 

kamu ke dalam Islam keseluruhan, dan 

janganlah kamu turut langkah-langkah 

syaitan. Sesungguhnya syaitan itu musuh 

yang nyata bagimu.”

Konsep ekonomi syariah itu kini telah 

terimplementasi dalam lembaga-lembaga 

keuangan syariah, seperti koperasi syariah, 

asuransi syariah, leasing syariah, pasar 

modal syariah, pegadaian syariah, baitul 
mal wat tamwil (BMT). koperasi syariah, 

multi level marketing (MLM) Syariah, dan 

tentunya termasuk lembaga lembaga zakat 

maupun waqaf. Melalui dana-dana sosial, 

baik yang bersifat wajib maupun sukarela 

seperti zakat, infak dan sadaqah ekonomi 

syariah menegaskan corak muamalah di atas 

keuntungan materi. Sebagai pengejawantahan 

prinsip muamalah tersebut, ekonomi syariah 

menganut sistem bagi hasil (profit and loss 
sharing) yang merupakan implementasi 

keadilan dalam roda perekonomian. Ekonomi 
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syariah memiliki peran dalam menjaga 

kehormatan pihak terhutang sebagai manusia 
merdeka (Koto, 2005). 

Berangkat dari pemahaman tersebut 

serta semakin tumbuhnya semangat beragama 

pegawai di lingkungan Yayasan Majelis 

Pengajian Islam Surakarta (YMPIS), maka 

dalam Rapat Anggota Tahunan (RAT) 

Koperasi Pondok Pesantren Assalaam 

(Koppontren Assalaam) tahun 2006 

muncul gagasan dan kesepahaman anggota 

koppontren yang notabene merupakan 

pegawai di lingkungan Yayasan Majelis 

Pengajian Islam Surakarta (YMPIS) untuk 

menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam 

pengelolaan Koppontren Assalaam.1 Namun 

demikian, dalam pelaksanaannya dibalik 

semangat implementasi nilai-nilai syariah 

dalam pengelolaan Koppontren Assalaam, 

prinsip dasar dalam kegiatan koperasi syariah 

yaitu sistem bagi hasil kurang diminati dalam 

kegiatan pembiayaan syariah.2 Pembiayaan 

Profit and loss sharing (bagi hasil dan risiko), 

pada dasarnya merupakan pembiayaan dengan 

prinsip kepercayaan dan kesepakatan murni 

antara kedua belah pihak atau lebih yaitu 

pemilik modal dengan pemilik usaha dalam 

hal ini anggota koperasi pengelola usaha. 

Secara teoritis prinsip bagi hasil dan risiko 

merupakan inti atau karakteristik utama 

dari kegiatan lembaga keuangan syari’ah. 

(Tariqullah Khan, 2008).

Berdasarkan latar belakang masalah 

tersebut di atas, maka peneliti merumuskan 

permasalahan sebagai berikut: (1) Bagaimana 

implementasi prinsip bagi hasil dan risiko 

dalam kegiatan penyimpanan dana di 
1	 Wawancara dengan Bapak Arkanudin Budi-
yanto, ketua pengawas Koppontren Assalaam tanggal 21 
Juni 2016.
2	 Ibid

koppontren Assalaam? (2) Bagaimana 

implementasi prinsip bagi hasil dan risiko 

dalam kegiatan pembiayaan/pinjaman di 

Koppontren Assalaam? (3) Apa saja yang 

menjadi kendala operasional yang dihadapi 

dalam implementasi prinsip bagi hasil dan 

risiko di Koppontren Assalaam?

METODE PENDEKATAN

Penelitian ini mendasarkan pada 

penelitian yuridis empiris, yaitu yang 

memandang hukum bukan saja sebagai 

seperangkat kaidah yang bersifat normatif 
akan tetapi juga melihat bagaimana kaidah 

berinteraksi dengan masyarakat. Sehubungan 

dengan permasalahan yang diangkat adalah 

implementasi prinsip bagi hasil dan risiko 

di koperasi syariah maka diharapkan akan 

diperoleh pemahaman yang integral dari 

aspek hukum baik hukum Islam maupun 

hukum nasional. Berdasarkan hal tersebut, 

maka dalam penelitian ini peneliti akan 

menggunakan metode penelitian kualitatif, 
yang diharapkan dapat ditemukan makna-

makna yang tersembunyi di balik permasalahan 

sebagai obyek yang akan diteliti. 

Penelitian ini akan dilaksanakan pada 

Koperasi Pondok Pesantren Modern Islam 

(Koppontren) Assalaam sebagai koperasi 

berada di bawah lingkungan Yayasan Majelis 

Pengajian Islam Surakarta. Penelitian ini 

membutuhkan dua jenis data yang berasal dari 

sumber yang berbeda yaitu: (1) Data Primer, 

yaitu data-data yang berasal dari sumber data 

utama, yang berwujud tindakan sosial, kata-

kata dari pihak yang terlibat dengan dan/atau 

di dalam pendirian dan pengelolaan Koperasi. 

(2) Data sekunder, yaitu data yang berasal dari 

bahan bahan pustaka, yang meliputi dokumen 
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dokumen tertulis. Data-data yang diperlukan 

dalam penelitian ini, akan dikumpulkan 

melalui tiga cara yaitu, melalui observasi, 
wawancara (intervew) dan studi kepustakaan 

(library research). 

HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

	 Simpanan dana dari masyarakat di 

Koperasi pada umumnya simpanan dana dari 

masyarakat dilakukan dalam bentuk simpanan 

pokok, simpanan wajib dan simpanan 

sukarela. Di Koppontren Assalaam, simpanan 

sukarela dilakukan dengan prinsip Wadiah dan 

Mudharabah. Kegiatan penyimpanan dana ini 

anggota koperasi bertindak sebagai shahibul 
maal (pemilik dana) dan koperasi sebagai 

mudharib (pengelola).3

	 Secara umum prinsip bagi hasil dalam 

koperasi syariah dapat dilakukan dalam empat 

akad yakni al-mudharabah, al-musyarakah, 
al-muzaraah dan al-musaqah. akad bagi hasil 

yang di pakai dalam kegiatan penyaluran dana 

Koppontren Assalaam hanya al-mudharabah 

dan al-musyarakah.
1.	 al-mudharabah

al-mudharabah adalah akad 

kerja sama usaha antara dua pihak 

di mana pihak pertama (shahibul 
maal) menyediakan seluruh (100%) 

modal, sedangkan pihak kedua 

menjadi pengelola. Keuntungan 

usaha secara mudharabah dibagi 

menurut kesepakatan yang dituangkan 

dalam kontrak, sedangkan apabila 

rugi ditanggung oleh pemilik modal 

selama kerugian itu bukan akibat 

kelalaian pihak pengelola (mudharib). 

3	  Wawancara dengan Bapak Mas’udi, Ketua 
Pengurus Koppontren Assalaam tanggal 29 Juni 2016

Seandainya kerugian tersebut 

diakibatkan karena kecurangan atau 

kelalaian mudharib, maka mudharib 
harus bertanggung jawab terhadap 

kerugian tersebut. Koppontren 

mudharabah ini dilakukan dengan 

mudharabah muqayyadah yaitu kerja 

sama antara shahibul maal sebagai 

pemilik modal dengan mudharib 
sebagai pengelola modal dimana jenis 

usaha waktu dan daerah bisnisnya 

dibatasi berdasarkan ketentuan yang 

disepakati. Mudharabah diterapkan 

dalam dua bentuk kagiatan yaitu 

pertama, untuk kegiatan pembiayaan 

modal kerja, seperti modal kerja 

dan perdagangan, dan kedua untuk 

investasi khusus di mana sumber 

dana khusus dengan penyaluran yang 

khusus dan syarat syarat yang telah 

ditentukan oleh shahibul maal.
2.	 al-musyarakah 

al-musyarakah adalah akad kerja 

sama antara dua pihak atau lebih untuk 

suatu usaha tertentu dimana masing 

masing pihak memberikan kontribusi dana 

dengan kesepakatan bahwa keuntungan 

dan risiko akan ditanggung bersama 

sesuai dengan kesepakatan dan besarnya 

kontribusi dana yang dimasukkan. akad 

Al Musyarakah yang dipraktekkan oleh 

Koppontren Assalaam adalah syirkah al 
inan4 dengan ketentuan sebagai berikut:

a.	 Setiap pihak memberikan porsi dari 

keseluruhan dana. 

b.	 Berpartisipasi dalam kerja. 

4	  Ibid
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c.	 Berbagi keuntungan dan kerugian yang besar kecilnya telah disepakati bersama dan berdasarkan 

porsi penyertaan modal.

Berikut ini tabel pembiayaan pada Koppontren Assalaam Pada Periode Juni-Agustus 

2016:

Tabel Pembiayaan Pada Koppontren Assalaam Periode Juni-Agustus 2016

No Pembiayaan
Jun-16 Jul-16 Agust-16

Rp % Rp % Rp %

 1 Murabahah       853.391.697 68    531.233.349 54
       
797.932.574 59

 2 Mudharabah       376.496.337 30    413.181.494 42
       
486.874.113 36

 3 Musyarakah         15.059.853 1,2      34.431.791 3,5
         
51.392.267 3,8

 4 Qard         10.039.902 0,8        4.918.827 0,5
         
16.229.137 1,2

Total   1.254.987.789 100    983.765.462 100
   
1.352.428.092 100

(Sumber: Data Keuangan Koppontren Assalaam 2016)

	 Dari hasil penelitian terungkap bahwa rendahnya implementasi pembiayaan bagi hasil ini 

disebabkan beberapa faktor yaitu: 

1.	 Sulit mencari dan mendapatkan anggota koperasi yang jujur, berkarakter baik, berintegrasi tinggi, 

dan pekerja keras,5 

2.	 Tingginya risiko yang harus ditanggung oleh pihak koperasi6 

3.	 Masih kurangnya teknologi pembiayaan dengan menggunakan sistem bagi hasil7

4.	 Masih kurangnya Sumber daya Manusia di Koppontren Assalaam yang mengerti masalah 

pembiayaan dengan prinsip bagi hasil8

5.	 Sikap anggota  yang masih menganggap produk koperasi syariah sama saja dengan koperasi 

konvensional9

6.	 Ketidakefektifan pembiayaan bagi hasil, dan10

7.	 Tidak adanya standar moral dalam pelaksanaan pembiayaan bagi hasil.

Dari hasil penelitian terungkap bahwa tahapan-tahapan dalam pelaksanaan akad 

5	  Wawancara dengan Bapak Mas’udi, ketua Pengurus Koppontren Assalaam, 29 Juni 2016
6	  Wawancara dengan Bapak Uripto M. Yunus, Sekretaris Pengurus YMPIS, 11 Juli 2016
7	  Ibid
8	  Ibid
9	 Wawancara dengan Bapak Devi Hidayat, Manajer Koppontren Assalaam, tanggal 19 Juli 2016
10	  Ibid
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pembiayaan Koppontren Assalaam 

adalah: tahapan pra negosiasi, tahapan 

negosiasi, tahapan inisiasi akad dan tahapan 

penandatangan akad11. Anggota koperasi 

mengajukan permohonan pembiayaan pada 

pengurus dalam surat pemohonan anggota 

koperasi akan menjelaskan kebutuhan dana 

sebagai modal kerja. Anggota koperasi 

akan menjelaskan usaha yang dilakukan dan 

juga pihak yang akan terlibat dalam usaha 

tersebut serta perkiraan keuntungan yang 

akan diperoleh dari usaha yang dijalankan. 

Setelah semua persyaratan tersebut terpenuhi 

akan dilakukan analisa awal. Pada tahapan ini 

koperasi syariah akan melakukan investigasi 

yaitu melakukan pengecekan kondisi calon 

anggota koperasi di lapangan. Investigasi 

dilakukan dengan mewawancarai dan melihat 

langsung permodalan dan kepemilikannya. 

Setelah semua ini baru ditentukan apakah 

layak atau tidak untuk diberikan pembiayaan. 

Kemudian oleh pengurus up bendahara 

dilakukan analisis pembiayaan. Analisa 

pembiayaan adalah serangkaian kegiatan 

dalam rangka menilai informasi, data 

data, serta fakta dilapangan sehubungan 

diajukannya permohonan pembiayaan oleh 

anggota koperasi.

Secara umum sumber dana koperasi 

dapat dibagi menjadi tiga yaitu:

1.	 Simpanan pokok

Simpanan pokok merupakan 

modal awal anggota yang disetorkan 

dimana besar simpanan pokok tersebut 

sama dan tidak boleh dibedakan antara 

anggota. Akad syariah simpanan 

pokok tersebut masuk katagori akad 

Musyarakah. Tepatnya Syirkah 

11	  Ibid

Mufawadhah yakni sebuah usaha 

yang didirikan secara bersama-sama 

dua orang atau lebih, masing-masing 

memberikan dana dalam porsi yang 

sama dan berpartisipasi dalam kerja 

dengan bobot yang sama pula.

2.	 Simpanan wajib

Simpanan wajib masuk dalam 

katagori modal koperasi sebagaimana 

simpanan pokok di mana besar 

kewajibannya diputuskan berdasarkan 

hasil Musyawarah anggota serta 

penyetorannya dilakukan secara kontinu 

setiap bulannya sampai seseorang 

dinyatakan keluar dari keanggotaan 

koperasi Syariah.

3.	 Simpanan sukarela

Simpanan anggota merupakan 

bentuk investasi dari anggota atau calon 

anggota yang memiliki kelebihan dana 

kemudian menyimpanannya di Koperasi 

Syariah.

4.	 Investasi pihak lain

Koprasi syariah Dalam 

melakukan operasionalnya sebagaimana 

Koperasi konvensional pada ummnya, 

biasanya selalu membutuhkan suntikan 

dana segar agar dapat mengembangkan 

usahanya secara maksimal, prospek 

pasar Koperasi syariah teramat besar 

sementara simpanan anggotanya masih 

sedikit dan terbatas. Oleh karenanya, 

diharapkan dapat bekerja sama 

dengan pihak-pihak lain seperti Bank 

Syariah maupun program-program 

pemerintah. Investasi pihak lain ini 

dapat dilakukan dengan menggunakan 
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prinsip Mudharabah  maupun 

prinsip Musyarakah.

Sistem koperasi syariah menggunakan 

bagi hasil dan tidak menggunakan bunga, hal 

ini disebabkan:

1.	 Doktrin kerja sama dalam ekonomi Islam 

dapat menciptakan kerja produktif sehari 

hari dari masyarakat (QS. Al Baqarah ayat 

190)

2.	 Meningkatkan kesejahteraan dan mencegah 

kesengsaraan sosial (QS. Ali Imran ayat 

103, Al Maidah ayat 3 dan Attaubah ayat 

71 dan 105),

3.	 Mencegah penindasan ekonomi dan 

distribusi kekayaan yang tidak merata (QS. 

Al Haaqqah ayat 25–37, Al Fajr ayat 17–20 

dan Al Maa’uun ayat 1–7),

4.	 Melindungi kepentingan ekonomi lemah 

(QS. An Nisa ayat 5–10, 74–76 dan Al Fajr 

ayat 17–26),

5.	 Membangun organisasi yang berprinsip 

syarikat, sehingga terjadi proses yang kuat 

membantu yang lemah (QS. Az Zukhruf 

ayat 32),

6.	 Pembagian kerja atau spesialisasi 

berdasarkan saling ketergantungan serta 

pertukaran barang dan jasa karena tidak 

mungkin berdiri sendiri (QS. Al Lail ayat 

8–10, dan Al ’Alaq ayat 6).

Pembiayaan dalam Koperasi Syariah 

adalah penyaluran dana kepada anggota 

untuk kegiatan kegiatan usaha yang produktif 

yang tidak bertentangan dengan syariat dan 

kepnetingan umum. Hal ini sama dengan 

kredit dalam koperasi konvensional akan 

tetapi bedanya dalam pembiayaan keuntungan 

dilakukan bagi hasil sedangkan pada kredit 

keuntungan menjadi milik mutlak debitor 

dan dana kreditnya akan dikenakan bunga 

sekian persen pada awal kontrak tidak peduli 

usahanya untung atau rugi. 

Prinsip jaminan atau rahn menurut 

syara’ adalah menahan sesuatu dengan cara 

yang dibenarkan yang memungkinkan untuk 

ditarik kembali yaitu menjadikan barang yang 

mempunyai nilai harta menurut pandangan 

syara’ sebagai jaminan hutang, sehingga 

orang yang bersangkutan boleh mengambil 

hutang semuanya atau sebagian. Dengan 

kata lain rahn adalah akad menggadaikan 

barang dari satu pihak kepada pikak lain, 

dengan hutang sebagai gantinya. Prinsip Rahn 
prinsip ini merupakan suatu lembaga jaminan 

yang keberadaannya dalan Syari’ah, yang 

muncul berdasarkan perjanjian penyerahan 

barang untuk menjadi agunan dari fasilitas 

pembiayaan yang diberikan. Hal ini dapat 

dilihat dalam Al-Qur’an Surat Al-Baqarah(2) 

ayat 283: “ Jika kamu dalam perjalanan (dan 
bermuamalah tidak secara tunai), sedang 
kamu tidak memperoleh seorang penulis, 
maka hendaklah ada barang tanggungan yang 
dipegang…” Pernah diriwayatkan dalam suatu 

Hadits Rasulullah SAW bahwa Nabi pernah 

meminjam suatu barang kepada seseorang dan 

sebagai jaminannya Rasulullah memberikan 

baju perangnya. Pembiayaan/kredit yang 

diberikan oleh koperasi mengandung risiko 

sehingga dalam pelaksanaannya koperasi 

harus memperhatikan asas asas perkreditan 

yang sehat yaitu :

1.	Koperasi tidak diperkenankan 

memberikan kredit tanpa surat 

perjanjian tertulis,

2.	Koperasi tidak diperkenankan 
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memberikan kredit kepada usaha yang 

sejak semula telah diperhitungkan 

kurang sehat dan akan membawa 

kerugian,

3.	Koperasi tidak diperkenankan 

memberikan kredit untuk pembelian 

saham, modal kerja dalam rangka 

kegiatan jual beli saham,

4.	Memberikan kredit melampaui 

batas maksimum pemberian kredit 

(Djumhana, 2000).

Berdasarkan hasil penelitian yang 

dilakukan oleh peneliti pada Koppontren 

Assalaam ditemukan beberapa hal yang 

berkaitan dengan permasalahan yang diangkat 

dalam penelitian ini. Beberapa faktor yang 

menjadi kendala operasional koperasi syariah 

dalam implementasi prinsip Bagi Hasil dan 

Risiko secara umum dapat dibagi dalam dua 

faktor yaitu faktor yang bersifat internal dan 

faktor yang bersifat ekternal12. 

1.	 Faktor internal

a.	 Sumber daya manusia

Keahlian dan 

profesionalisme Sumber Daya 

Manusia (SDM) yang mengelola 

koperasi syariah sangat penting 

dalam rangka berkompetisi 

dengan lembaga pembiayaan lain. 

Persoalan SDM yang menguasai 

dan memahami tentang koperasi 

syariah khususnya system bagi 

hasil dan risiko pada koperasi 

syariah sangat terbatas sehingga 

selama ini kendala di bidang sumber 

daya manusia menjadi salah satu 

12	  Wawancara dengan Bapak Arkanudin Budi-
yanto, Ketua pengawas Koppontren Assalaam tanggal 
21 Juni 2016

kendala dalam operasionalisasi 

koperasi syariah khususnya dalam 

implementasi prinsip bagi hasil 

dan risiko. Untuk Koppontren 

Assalaam, tenaga yang menguasai 

koperasi syariah sangat terbatas 

misalnya pengelola dan karyawan 

koperasi syariah yang memiliki 

kemampuan dan latar belakang 

di bidang syariah masih sangat 

kurang.

b.	 Manajemen

Kualitas manajemen 

koperasi syariah juga sangat 

menentukan hal ini terkait 

dengan perhitungan pembiayaan 

yang akan diberikan kepada 

anggota koperasi maupun produk 

produk yang akan di keluarkan 

berdasarkan kebutuhan dan 

tentu saja tidak bertentangan 

dengan syariah. Manajemen 

pengelolaan dan dalam hal 

transparansi pelaporan keuangan 

koperasi syariah lebih transparan 

dibandingkan dengan koperasi 

konvensional hal ini dapat dilihat 

misalnya di Koppontren Assalaam 

setiap bulan ada laporan keuangan 

keuagan yang dapat dibaca dan 

dianalisis

c.	 Teknologi

Sistem informasi dan 

teknologi yang ada di koperasi 

syariah di rasa masih kurang 

sehingga dalam penerapan 

pembiayaan bagi hasil masih 

kesulitan dalam menghitung dan 

memonitor besarnya keuntungan 
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dan kerugian dari pembiayaan 

yang dikucurkan oleh koperasi 

syariah.

2.	 Faktor eksternal 

a.	 Regulasi pemerintah

Sampai saat ini belum ada 

Undang undang yang mengatur secara 

khusus operasional koperasi syariah. 

Koperasi syariah masih Keputusan 

Menteri (Kepmen) Koperasi dan 

UKM Republik Indonesia Nomor 91/

Kep/M.KUKM/IX/2004 tanggal 10 

September 2004 Tentang Petunjuk 

Pelaksanaan Kegiatan Usaha Koperasi 

Jasa Keuangan Syariah. Di samping 

itu ada berbagai Fatwa Fatwa Dewan 

Syariah Nasional, akan tetapi berbagai 

regulasi ini dirasa masih sangat kurang 

bila dibandingkan kompleksitas yang 

dihadapi oleh koperasi syariah.

b.	 Perilaku Masyarakat.

Perilaku masyarakat yang 

masih menganggap produk koperasi 

syariah sama saja dengan koperasi 

konvensional juga menjadi kendala 

dalam implementasi prinsip bagi hasil 

dan risiko ini. Padahal koperasi syariah 

memiliki karakteristik yang sangat 

berbeda dengan koperasi konvensional.

c.	 Moral hazad anggota koperasi

Tidak adanya standar 

moral yang dapat diterapkan dalam 

pembiayaan sehingga ada anggota 

koperasi yang berbuat curang dengan 

membuat pembukuan ganda dan 

menyampaikan laporan dengan 

keuntungan yang lebih rendah kepada 

koperasi.

Ada beberapa solusi dalam menghadapi 

kendala operasional di Koppontren Assalaam 

yaitu:

1.	 Melakukan beberapa training terhadap 

beberapa pegawai untuk memperdalam 

pengetahuan terhadap manajemen ekonomi 

syariah.

2.	 Bekerjasama dengan bank-bank syariah 

yang ada di Surakarta. 

3.	 Melakukan sosialisasi koperasi syariah dan 

produk yang ada di koperasi syariah. 

4.	 Untuk meminimalkan dan menghapus 

perilaku menyimpang dari anggota koperasi 

maka koperasi syariah menerapkan:

a.	 Membuat akad/perjanjian yang 

memiliki struktur insentif yang dapat 

mengurangi perilaku usaha yang 

curang dari anggota koperasi.

b.	 Koperasi mengadakan monitoring, 

dan meminta laporan secara berkala 

kepada anggota koperasi.

KESIMPULAN

Bertolak dari perumusan masalah 

dan uraian hasil penelitian dan analisis yang 

dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, 

maka dalam penulisan tesis ini dapat diambil 

beberapa kesimpulan, sebagai berikut:

1.	 Pelaksanaan penghimpunan (simpanan) 

dana dengan menggunakan prinsip bagi 

hasil di Koppontren Assalaam dilakukan 

dengan menggunakan prinsip Wadiah 
dan Mudharabah. Pada perhitungan bagi 
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hasil hanya pada prinsip Mudharabah 
sedangkan pada prinsip wadiah hanya 

berupa bonus yang diberikan atas 

kerelaan koperasi. Pola perhitungan bagi 

hasilnya adalah dengan menggunakan 

prinsip revenue sharing artinya bagi 

hasil yang dihitung dari total pendapatan 

pengelolaan dana dan besarnya porsi bagi 

hasil tergantung dari kesepakatan awal.

2.	 Pelaksanaan penyaluran dana dalam 

kegiatan pembiayaan di Koppontren 

Assalaam menggunakan beberapa 

akad seperti akad Jual beli, akad bagi 

hasil, akad sewa, akad menjaminkan 

dan akad memberi kepercayaan. Akad 

bagi hasil menggunakan mudharabah 

dan musyarakah. Dalam implementasi 

pembiayaan dengan prinsip ini masih 

rendah dibandingkan dengan prinsip 

pembiayaan lainnya seperti murabahah, 

hal ini disebabkan beberapa faktor seperti 

kesulitan mencari dan mendapatkan 

anggota koperasi yang jujur, berkarakter 

baik dan berintegrasi tinggi, tingginya 

risiko yang harus ditanggung koperasi, 

masih kurangnya tehnologi pembiayaan 

bagi hasil, masih kurangnya SDM di 

Koppontren Assalaam yang paham 

masalah pembiayaan bagi hasil, sikap 

masyarakat yang masih menganggap 

produk Koperasi Syariah sama saja 

dengan koperasi konvensional dan tidak 

adanya standar moral dalam kegiatan 

pembiayaan Bagi Hasil.

3.	 Ada beberapa kendala operasional yang 

dihadapi oleh Koppontren Assalaam 

dalam implementasi pembiayaan Bagi 

Hasil seperti kendala Sumber Daya 

Manusia Insani, manajemen Koperasi 

Syariah, Teknologi Informasi dan masih 

lemahnya regulasi terkait  Koperasi 

Syariah.

SARAN

Menilik pada hasil penelitian dan 

analisa dan kesimpulan di atas, maka dalam 

tesis ini disarankan sebagai berikut:

1.	 Untuk lebih banyak menarik minat 

anggota dalam menggunakan jasa 

Koperasi bukan cuma melakukan 

sosialisasi akan tetapi koperasi langsung 

melakukan jemput bola artinya koperasi 

langsung turun mendekati anggota, lebih 

banyak mengeluarkan produk yang lebih 

efektif.

2.	 Harus dipahami bahwa kondisi 

perekonomian Indonesia adalah ekonomi 

kerakyatan oleh karena itu Koperasi 

arus dapat lebih mengoptimalkan 

perkonomian yang berbasis 

kemasyarakatan artinya memberikan 

pembiayaan bagi hasil untuk kegiatan-

kegiatan ekonomi riil masyarakat seperti 

industri rumah tangga dan kegiatan-

kegiatan Usaha Kecil dan Menengah 

(UMKM).

3.	 Untuk mengatasi kendala operasional 

seperti masih kurangnya Sumber Daya 

Manusia Insani Koperasi Syariah dapat 

melakukan kerja sama dengan lembaga-

lembaga keuangan syariah yang ada di 

sekitarnya dan melakukan seleksi secara 

ketat terhadap pembiayaan bagi hasil 

yang memiliki risiko kerugian yang 

tinggi dan memonitoring setiap saat.
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